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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

pembahasan yang telah dipaparkan pada maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja di Kelurahan Batang Kabung Ganting telah 

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam 

rangka menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 

Tahun 2014. Penertiban dilakukan melalui tahapan persuasif, 

seperti pengawasan dan pemberian imbauan, serta tindakan 

penindakan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran, 

khususnya yang berjualan di ruang publik dan fasilitas umum 

yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi usaha. 

5.1.2 Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting telah dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, 

khususnya dalam bentuk pengawasan dan penertiban. Namun, 

pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. 

Pengawasan yang dilakukan cenderung difokuskan pada lokasi 

usaha PKL yang telah memiliki izin dan ditetapkan oleh 

pemerintah daerah, sehingga pengawasan terhadap PKL yang 

beraktivitas di luar lokasi berizin belum terlaksana secara 

menyeluruh. Kondisi tersebut berdampak pada masih 

ditemukannya pelanggaran PKL, terutama penggunaan ruang 

publik dan fasilitas umum yang tidak diperuntukkan sebagai 

lokasi  usaha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan 
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pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 

belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban dan 

keteraturan pemanfaatan ruang publik. 

5.2 Saran 

Saran ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar 

pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan efektif, saran yang dapat 

peneliti berikan sebagai berikut: 

5.2.1 Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja perlu 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan 

berkelanjutan terhadap lokasi-lokasi yang dilarang untuk aktivitas 

berjualan, agar pedagang kaki lima memahami batasan wilayah 

yang telah ditetapkan. Pembinaan tersebut sebaiknya dilakukan 

secara terjadwal dan disertai dengan pemasangan tanda larangan 

yang jelas serta sosialisasi langsung di lapangan, sehingga dapat 

mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang dan 

menciptakan ketertiban umum yang lebih optimal. 

5.2.2 Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyediakan tempat 

khusus bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Dengan adanya 

tempat yang ditentuka para pedagang dapat berdagang tanpa 

mengganggu ketertiban umum dan estetika lingkungan. Serta 

tempat ini diharapkan dapat dilengkapi fasilitas yang memadai 

seperti listrik, air bersih dan tempat sampah untuk mendukung 

kegiatan jual beli yang bersih. 
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